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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

  Berdasarkan hasil penellitian yang telah diuraikan di atas, maka 

peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dalam kedudukannya anak angkat pada dasarnya terhalang untuk 

mendapatkan pembagian harta warisan dari orang tua angkatnya yang 

disebabkan karena tidak mempunyai hubungan nasab/keluarga dengan 

orang tua angkatnya. Namun dalam memenuhi hak mewarisi dari anak 

angkat yang terhalang karena tidak mempunyai hubungan nasab 

dengan orang tua angkatnya, diakomodir melalui ketentuan pasal 209 

Kompilasi Hukum Islam yang membuka jalur wasiat wajibah melalui 

pengadilan dalam memenuhi hak untuk memperoleh bagian warisan 

dari orang tua angkat atau sebaliknya. 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kedudukan anak angkat dalam 

memperoleh pembagian warisan atas harta peninggalan orang tua 

angkatnya melalui jalur wasiat wajibah yang ditetapkan oleh 

pengadilan melalui putusan hakim tidak terlepas dari faktor hukum 

mapun faktor non hukum yang dijadikan dasar pertimbangan oleh 

hakim dalam menjatuhkan putusannya. Faktor hukum adalah semua 

instrument hukum yang berkaitan dengan aspek hukum berupa putusan 
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atau penetapan pengadilan tentang pengangkatan anak yang 

mengakibatkan timbulnya hubungan hukum secara keperdataan antara 

orang tua angkat dengan anak angkat, dan ketentuan pasal 209 

Kompilasi Hukum Islam yang menjadi landasan yuridis bagi hakim 

dalam memberikan bagian warisan melalui wasiat wajibah. Faktor non 

hukum yakni berkaitan dengan bakti dan pengabdian yang dilakukan 

oleh anak angkat kepada orang tua angkatnya semasa hidupnya, 

sehingga antara orang tua angkat dan anak angkat terjalin hubungan 

dan kedekatan secara emosional yang dijadikan sebagai dasar 

pertimbangan dalam memberikan bagian warisan bagi anak angkat 

melalui jalur wasiat wajibah. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, peneliti 

memberikan saran sebagai berikut: 

1. Menghindari terjadinya kesalahan persepsi di masyarakat terutama bagi 

para pihak sebagai pencari keadilan khsusnya dalam bidang perkara 

waris yang melibatkan anak angkat, maka dalam hal ini penting untuk 

“Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kedudukan eksistensi 

Kompilasi Hukum Islam” sebagai salah satu rujukan sumber hukum 

materiil dalam menyelesaiakan permasalahan hukum di Pengadilan 

Agama, khususnya ketentuan pasal 209 Kompilasi Hukum Islam yang 
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mengatur tentang wasiat wajibah bagi orang tua angkat maupun anak 

angkat, sehingga stigma buruk masyarakat bagi lembaga peradilan 

khususnya Pengadilan Agama yang salah satu kewenangannya adalah 

menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam bidang hukum waris 

dapat terhindarkan. 

2. Perlunya untuk mengatur secara lebih rinci tentang hal wasiat wajibah 

ke dalam Kompilasi Hukum Islam. Melihat ketentuan besaran 

pembagian harta warisan melalui wasiat dalam Kompilasi Hukum 

Islam masih merujuk pada ketentuan wasiat secara umum, yang jika 

dilihat dari segi implementasinya antara wasiat secara umum berbeda 

dengan wasiat wajibah. Dimana perbedaan dari kedua konsep tersebut 

terdapat pada tahap pemberian wasiat yang diberikan oleh pewaris 

ketika masih hidup selaku pewasiat dan wasiat, wajib ditetapkan oleh 

hakim melalui putusan pengadilan dalam implementasinya. Hal ini 

menimbulkan asumsi negative akibat kurangnya pemahaman 

masyarakat dalam bidang ini. 
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